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Menimbang: a.

Mengingat: l.

2.

SALINAN

PEMERINTAH KABUBATEN K4DIRI

PERATTIRAN DAERAH KABT]PATEN KEDIRI

NOMOR 23 TAHT,N 2OII

TENTAI\G

RETRIBUSI PENGUJIAN KEI\DARAAN BERMOTOR

DENGAN RATIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

bahwa dalam upaya untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis

terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, kelestarian lingkungan dari

kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor

di jatan serta memberikan pelayanan trmum kepada masyarakat dan dalam rangka

memberikan keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan, perlu mengatur tentang

penguj ian kendaraan bermotor;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3

Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian '

Kendaraan Bermotor;

pasal 18 ayat (6) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daeratr-daerah di

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telatr diubatt

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 3851);

b.

J.
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan

undang-Undang Nom or 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 200g Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

a8a$;

5.Undang-UndangNomor22Tahun200gtentangLaluLintasdanAngkutanJalan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2oo9 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nom or 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun200gNomorll2,TambahanLernbaranNegara

Republik Indonesia Nomor 5038);

l.UndangNomor28Tahun200gtentangPajakDaerahdanRetribusiDaerah
(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun200gNomorl30,Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 50a9);

8.Undaug-UndangNomor:,2Tahun20lltentangPembentukanPeraturan
Perundang.undangan(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahrrn20llNomor

S2,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomorSBa\;

g. Peraturan Pemerintatr Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahunlgg3Nomor@,Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3530);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahwr 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah(LembaranNbgaraRepubliklndonesiaTahun2005Nomorl40,
TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomot45TS);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

P e ngaw asan P eny elenggaraat Pemerintah an D ae rah (L em b aran Ne gara Rep ub l ik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor a5%);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pernberian dan

pemanfaatan Insentir Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

NegaraRepubliklndonesiaTahun2010Nomorllg,TambahanLembaranNegara

RePublik Indonesia Nomor 516);

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM' 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan

Ambang Batas dan Laik Jalan Kendara,m Bermotor, Kereta Gandengan, Keteta

Tempelan,KaroseridanBakMuatansertaKomponen-komponennya;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM' 71 Tahun 1993 tentang Pengujian

Kendaraan Bermotor;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM' 9 Tahun

TiPe Kendaraan Bermotor;

2004 tentang Pengujian
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 2l Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik

pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kedfui (Lernbaran

Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10 / Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4l);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten

Kediri Tahun 2008 Nomor 21, Tambatran Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKEDIRI
dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

TENTANG RETRIBUSI
MenetaPkan :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini ya'g dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri'

2.PemerintahDaerahadalahPemerintahKabupatenKediri.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri'

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri'

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri'

6. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas

Perhubungan yang mempunyai wewdnang melaksanakan pengujian kendaraan

bermotor di wilayah Kabupaten Kediri'

7. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas'

tanggung jawab, wewenang dan hak Secara penuh oleh Pejabat yang berwenang

untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor'



g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik

yang mela.liukan usaha maupun yang tidak melakukaa usaha yang meliputi

Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainny4 Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Mitik Daerah (BUMD) dengan nama

dan dalam benttk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan'

perkumpulan, yayasan, organisasi mass4 organisasi sosial politit atau

organisasi lainnya, lembag4 dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap'

g.Pemungutanadalahsuaturangkaiankegiatanmulaidaripenghimprmandata

obyek dan subyek retribusi, penentuan besamya retribusi yang terutang sampai

kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan

penyetorannya.

10. Kas Umurr Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan

oleh Kepala Daerah untuk meffImpung seluruh penerimaan daerah dan

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah'

11. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan'

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh

orang Pribadi atau Badan'

13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan atau

diberikanolehPemerintahDaerahunhrktujuankepentingandankemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan'

14. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retn-busi

adalah pungutan daemh sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian

kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peratuan

perundang-undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah'

15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang diwajibkan melalorkan

pembayaran retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor'

16.MasaRetribusiadalahsuatujangkawaktutertentuyangmerupakanbataswakhr

bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan fasilitas

pengujian kendaraan bermotor'

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD

adalah Strrat Ketetapan yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang

terutang.
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Surat Keterapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat

SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi

yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan

bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Kendaraan wajib uji adalah mobil penumpang ufllum, mobil bus, kereta

gandeng, kereta tempelan dan mobil barang'

Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang

yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditalik

oleh kendaraan bermotor.

Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digUnakan untuk mengangkut barang

yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan

bermotor penariknYa

Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang

memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain :

a- Kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;

b. Kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwalts)' forklift'

loader, excavator, dan crane; serta

d. Kendaraan khusus penyandang cacat'

25. Kendaraan Lulus uji adalah kendaraan bermotor wajib uji yang telah memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan'

26. Uji Ulang adalah pelaksanaan pemeriks aan kembali bagi kendaruan bermotor

wajib uji karena dinyatakan tidak lulus uji pada pemeriksaan sebelumnya'

27. Pengujian berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara

berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan,

dan kendaraan khusus.

2g. pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau

memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengaru kereta

tempelan, dan kendaraan umum dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan

laik jalan.

29. Jumlah berat yang diperbolehkan untuk selanjutnya disingkat JBB adalah berat

maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut

rzmcangannya-

30. Tanda uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data

kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang

secara permanen pada tempat tertentu di kendaraan'

31. Bukti lulus uji adalah berupa buku uji dan tanda uji'

a

21.

22.

23.

24.
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Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkal4 yang

dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker stau cat

pada bagian samping kanan, kiri kendaraan bermotor.

Persyaratan T, knis adalah Persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan'

ukuan, bentr ji\ karoseri, p€ml lirtan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan

peruntukann v i. emisi gas buarrg, penggunaan, penggandengan dan penempelan

kendaraan bc rrnotor.

34. Laik Jalan aili ah persyarat:rrr minimum kondisi suatu kendaraan yang harus

dipenuhi agar terjamin kesel:rmatarr .lan mencegah terjadinya pencemaran udara

dan kebisingan lingkungan patla wak tu dioperasikan di jalan'

35. Rekomendasi Uji Pertama adil lah surat Keterangan persetujuan yang

dikeluarkantllehDinasbagikenrlaraanbermotoryangmelakukanujiberkala

pertama kali di wilayah uji yang bersangkutan'

36. Rekomendasi Numpang Uji adalah Surat Keterangan persetujuan yang

dikeluarkan oleh Dinas bagi kendaraan bermotor yang melakukan uji berkala di

luar witayah pengujian yang bersangkutan'

3T.RekomendasiMutasiUjiadalahSuratKeteranganalihdomisilikendaraandari

dan ke luar wilayah pengujian yang bersangkutan'

38. Rekomendasi Rubah Sifat adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas'

bagi kendaraan yang mengalami perubahan sifat kendaraan'

39. Rekomendasi Rubah Bentuk adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh

Dinas, bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk fisik kendaraan'

40. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala

adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap

setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan' kereta tempelan' dan kendaraan

umum.

41. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data

dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor' kereta gandengan'

kereta tempelan, atau kendaraan umurn'

42. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotof angkutan olang yang memiliki

tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang' termasuk untuk pengemudi atau yang

beratnya tidak lebih dari 3'500 (tiga ribu lima ratus) kilogram'

43. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat

duduk lebih dari 8 (delapan) orang' termasuk untuk pengemudi atau yang

beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram'

44. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digurrakan mtrrk angkutan

barang.
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45. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalatr tambahan

penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kine{a tertentu dalam

melaksanakan pemungutan Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola dat4

keterangan, dar/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional

berdasarkart suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah'

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalatr serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut

Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanYa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal2

Ruang Li"gkop yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a. Ketentuan Pengujian Kendaraan Bermotor;

b. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor'

BAB III
KETENTUAN PENGUJIAN

Pasal 3

(l) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan harus memenuhi

persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangein

yang berlaku.

(2)Kendaraanwajibujisebagaimanadimaksudpadaayat(l)meliputi:

a. Mobil Bus;

b. Mobil Barang;

c. Kereta Gandengan;

d. Kereta Tempelan;

e. Mobil PenumPang Umum;

f. Kendaraan khusus wajib uji, mobil PMK, Ambulance, mobil jenazah'

(3) Untuk menetapkan terpenuhinya persyaratan teknis bagi setiap kendaraan wajib

uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilahkan penelitian dan pemeriksaan

melalui Pengujian.

47.

-A
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(4) Pelaksaniurn penelitian dan pemeriksaan terhadap kendaraan wajib uji

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Penguji Kendaraan

Bermotor.

(5) Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah

Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kualifikasi teknis yang ditentukan

oleh Pejabat yang benvenang dan diangkat oleh Kepala Daerah atas usulan

Kepala Dinas.

Pasal 4

Mekanisme pelayanan pengujian kendmaan wajib uji diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Dalam hal setelah dilakukan pengujian, kendaraan wajib uji dinyatakan tidak

lulus uji, maka Penguji Kendaraan Bermotor wajib memberitahukan dengan

surat pengembalian tentang perbaikan yang harus dilakukan dan diberi jangka

waktu selama 2 x24 iarr,.

(2) pemilik kendaraan dapat meminta uji ulang setelatr dipenuhinya kekurangan

persyaratan teknis dan/atau telah melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Apabila pemilik kendaraan wajib uji tidak setuju dengan hasil uji utang

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) maka dapat mengajukan keberatan kepada

atasan langsung Penguji Kendaraan Bermotor-

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh pemilik kendaraan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, maka atasan langsung Petugas Penguji

dapat memerintahkan penguji lain untuk melaksanakan uji ulang tanpa diprrngut

biaya.

(5) Setelah dilakukan uji ulang sebagaimana di maksud pada ayat (2) kendaraan

tetap dinyatakan tidak lulus uji, Pemilik Kendaraan tidak dapat lagi mengajukan

permohonan keberatan.

(6) Apabila perbaikan-perbaikan melewati batas waktu yang telatr ditentukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengujian ulang diberlakukan

sebagai pemohon baru.

Pasal 6

(l) pelaksana2n uji berkala untuk pertama kali dilakukan paling lambat I (satu)

bulan terhitung sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(2) pelaksanuuln uji berkala berikutnya harus dilaksanakan sebelum masa berlaku

ujinya habis.
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(3) Untuk pelaksanaan pengujian, kendaraan yang akan diujikan harus dibawa ke

tempat pengujian pada waktu yang telah ditetapkan.

(4) Pendaftaran uji berkala harus diajukan sebelum habis masa berlaku ujinya.

Pasal 7

Pelaksanaan uji berkala bagi setiap kendaraan wajib uji dapat dilaksanakan apabila :

a. telah memenuhi persyaratan-persyaratan administrasi ;

b. telah membayar retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor.

Pasal 8

(1) Kendaraan bermotor yang telah luhs uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji,

berupa buku uji (karhr uji) dan tanda uji serta dilengkapi dengan tanda samping.

(2) Jangka waktu berlakunya masa uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah selama 6 (enam) bulan.

Pasal9

(1) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian yang

bersangkutan.

(2) Pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib dilengkapi

dengan rekomendasi numpang uji.

Pasal 10

Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang sudah mendapat Buku uji dan

tanda uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib merawat agar tidak hilang atau

rusak.

BAB IV
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 1 1

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai

pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 12

Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalatr pelayanan pengujian

kendaraan bennotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang

diselenggarakan oleh Pemerirttah Daerah.

Pasal 13

Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan

yang menggunakan jasa Pengujian Kendaraan bermotor yang disediakan Pemerintah

Daerah.
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BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB VI

C,A.RA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, golongan berat

kendaraan yang diuji, dan frekuensi pengujian.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TAzuP RETRIBUSI PENGUJIAN

Pasal 16

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

pengujian dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggarzuln pengujian

kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan

aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayal (l) meliputi biaya pemeriksaan

komponen kendaraan secara keseluruhan, biaya peralatan, biaya pengetokan

nomor uji, biaya pembuatan, pemasangan tanda uji, pengecatan plat samping,

dan stiker-

Pasal 17

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan KePala Daeratr.
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BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan

sebagai berikut :

l. Biaya Pendaftaran Uji sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiatr);

2. Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor :

a. kendaraan dengan JBB sampai dengan 3.500 kg sebesar Rp, 32.000,- (tiga

puluh dua ribu rupiah);

b. kendaraan dengan JBB lebih dari 3.500 kg sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh

ribu rupiah);

c. kereta gandengan atau kereta tempelan sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh

ribu rupiah);

3. Biaya Bukti Lulus Uji :

a. buku uji baru/penuh/rusak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

b. tanda uji sebesar Rp.5.000,- (lima ribu mpiah);

4. Pelayanan persetujuan terhadap kendaraan wajib uji yang melahrkan :

a. pengujian berkala untuk pertama kali sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu

rupiah);

b. mutasi masukikeluar daerah dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas

ribu rupiah);

c. numpang uji masuklkeluar daerah sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu

rupiah);

d. perubahan fi.rngsi kendaraan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

e. perubahan bentuk/modifikasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

BAB IX
WILAYAH PEMI.INGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 20

Penentuan pembayaran retribusi terutang sekaligus dibayar secara tunai.

Pasal2l

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan atau di tempat lain yang ditunjuk

oleh Kepala Daerah.
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BAB XI

MASA RETRIBUSI

Pasal22

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 6 (enam) bulan.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa karcis, kupon dan kanu langganan.

(3) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII
PENAGIHAN

Pasal24

(1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran,

(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan STRD

BAB XTV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal25

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya

retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang

retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh jika:

a- diterbi&an Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun

tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat teguran

tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud padaayat (2)

huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih

mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintatr Daerah.
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(5) pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau

penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALIIWARSA

Pasal 26

(l) piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang

sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

Peraturan KePala Daerah.

BAB XVI

PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal2T

(l) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan

perundang-undangan Retribusi.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek

Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan unhrk memasuki tempat atau ruangan yang

dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

dan/atat

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
. 

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal23

(l) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar

pencapaian kinerj a tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat

(l) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

l_

a
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BAB XVIII

PEMBEzuAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Kepala D. rah dapat memberikan p€Dgurangan, keringanan dan pembebasan

retribusi.

(2) pemberian rrengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)

diberikan de rrgan melihat kemampuan Wajib Retribusi'

(3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan

melihat fungsi obYek Retribusi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, keringanan dan pembebasan

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Kepala

Daerah-

BAB XIX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daeratr diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang

Hukum Acara Pidana.

(2) penyidik sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri

sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang pndangan.

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai otang pribadi

atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan

tindak pidana dibidang retribusi daerah;

c. meminta keterangan,barang bukti dari orang pribadi ataubadan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana

di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,

pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang

bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga atrli dalarn rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi daerah;

g. men).uruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
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h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi

daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana dibidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundmg-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik lndonesi4 sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal Wajib Rekibusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%o (&n persen)

setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau ktrang dibayar dan ditagih

dengan menggunakan STRD.

Pasal32

Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang lalai merawat Buku uji dan tanda

uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga hilang atau rusak dikenakan

denda administratif untuk penggantian Buku Uji sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu

rupiah), dan untuk Penggantian Tanda Uji sebesar Rp.50.000,- (ltma puluh ribu

rupiah).

Pasal 33

Kendaraan Bermotor yang habis masa berlakunya uji dan tidak diuji berkala tepat

waktu dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiatr) setiap

bulan keterlambatan.

BAB )Oil

KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan

paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda prli.tg banyak 3 (tiga) kali jumlah

retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

j
k.
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BAB )OilI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka oftmg atau badan yang telatr

menggunakan/menikmati pelayanan Pengujian kendaruan bermotor tetap berlaku

seganjang Tanda Uji kendaraan tersebut belum habis masa berlakunya.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTTIP

Pasal 36

pada saat Peraturan Daeratr ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

(Lembaran Daeratr Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 1/B Seri B) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal - hul y*g beft.gn diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mangenai

pelaksanaann ya diafiu lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daeratr.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daeratr

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 28 - 12 '2011

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYAI\TI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal 28 - 12 - 20ll

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd
ST'POYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAIIT]N 2011 NOMOR 23

aslinyaSalinan st
a.n. B

onrznn

xl{u r!

KEDIRI
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTAI{G

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dengan semakin meningkatnya kepadatan arus lalu lintas yang diakibatkan peningkatan jumlah

kendaraan bermotor yang sangat pesat, maka perlu mengintensifkan upaya-upaya pembinaan,

penertiban dan pengawasan terhadap kelayakan kendaraan bermotor yang menggunakan

prasarana jalan melalui perbaikan pelayanan di Bidang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Di samping itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

,*-. Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu

mengatur kembali ketentuan-ketentuan tentang pemungutan Retribusi Pengujian kendaraan yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi

Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 1/B

Seri B).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

''- Pasal3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal l0

Cukup Jelas
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Pasal 1 1

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

CukuP Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

CukuP Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal22

CukuP Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal24

CukuP Jelas

Pasal 25

CukuP Jelas

Pasal26

CukuP Jelas

Pasal2T

CukuP Jelas

Pasal 28

CukuP Jelas

Pasal 29

CukuP Jelas

Pasal 30

CukuP Jelas

-5

2


